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 Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel 
serta pelayanan publik yang berkualitas dan 
terpercaya diperlukan sistem pemerintahan 
berbasis elektronik

 Untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi 
sistem pemerintahan berbasis elektronik 
diperlukan tata kelola dan manajemen sistem
pemerintahan berbasis elektronik secara 
nasional;

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE
adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)



Pembangunan &
Pengembangan Aplikasi Umum

Pembangunan & Pengembangan
Infrastruktur SPBE Nasional

KEARSIPAN DALAM PERPRES NOMOR 95/2018 TENTANG SPBE

a. Rencana Induk SPBE Nas;
b. Arsitektur SPBE;
c. Peta Rencana SPBE;
e. Proses Bisnis;
f. Data dan informasi;
g. Infrastruktur SPBE;
h. Aplikasi SPBE;
i. Rencana & anggaran SPBE;
j. Keamanan SPBE;
k. Layanan SPBE.

S P B E

1. Tata Kelola SPBE

2. Manajemen SPBE

3. Audit TIK

4. Penyelenggara SPBE

5. Percepatan SPBE

6. Pemantauan & Evaluasi SPBE

a. Layanan administrasi 
pemerintahan berbasis elektronik

b. Layanan publik berbasis 
elektronik.

Layanan SPBE

Pasl 43 (1):
Bidang perencanaan, penganggaran, 
keuangan, pengadaan barang dan jasa, 

kepegawaian, kearsipan, pengelolaan 
barang milik negara, pengawasan,
akuntabilitas kinerja, dan layanan lain 
sesuai dengan kebutuhan internal 
birokrasi pemerintahan.

a. perencanaan;
b. penganggaran;
c. pengadaan barang dan jasa 

pemerintah;
d. akuntabilitas kinerja;
e. pemantauan dan evaluasi;
f. kearsipan;
g. kepegawaian; dan
h. pengaduan pelayanan publik



PENERAPAN KEARSIPAN BERBASIS ELEKTRONIK

KETERPADUAN PROSES BISNIS
PENGELOLAAN ARSIP

>>>  sesuai ketentuan per-UU-an

INTEGRASI
LAYANAN KEARSIPAN

>>>  antar-Instansi Pusat & Pemda

Bagi pakai arsip dan 
informasi kearsipan

>>>  dalam Instansi Pusat, dalam 
Pemda, dan/atau antar-Instansi 
Pusat dan Pemda

>>>  oleh Instansi Pusat & Pemda

Basisdata terintegrasi
Sistem aplikasi 

kearsipan terintegrasi

KEARSIPAN DALAM 
PERPRES NO. 95/2018

TENTANG SPBE

 EFISIENSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 
 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN TERPADU



Aplikasi Umum 
Kearsipan Dinamis

( SRIKANDI )

SIKN / JIKN

Aplikasi SPBE 
Kearsipan Statis

( SIKS )

penyerahan

arsip statis

INTEGRASI LAYANAN KEARSIPAN
Bagi pakai arsip/informasi kearsipan Basisdata kearsipan terintegrasi Sistem aplikasi kearsipan terintegrasi

Aplikasi 
Umum/Khusus yang 
Menghasilkan Arsip

penyampaian data/informasi kearsipan dinamis/statis

Aplikasi 
Umum/Khusus yang 
Menghasilkan Arsip

integrasi pengelolaan arsip dinamis



a. mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki
keterkaitan informasi di semua organisasi kearsipan;

b. menghubungkan keterkaitan arsip sebagai satu
keutuhan informasi;

c. menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan 
terpercaya.

a. mewujudkan arsip sebagai tulang punggung
manajemen penyelenggaraan negara;

b. menjamin akuntabilitas manajemen penyelenggaraan 
negara;

c. menjamin penggunaan informasi hanya kepada pihak 
yang berhak;

d. menjamin ketersediaan arsip sebagai memori kolektif 
bangsa.

a. meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan 
kepada masyarakat;

b. meningkatkan kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan
rakyat;

c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang
kearsipan.

SKN

SIKN

JIKN
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27 Oktober 2020

Melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 43 
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik











Proses Bisnis Level 0 - PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS



PERSYARATAN DATA SRIKANDI



MANFAAT PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEARSIPAN 

Aplikasi berbasis cloud & disimpan
di Pusat Data Nasional (arsip.go.id) sehingga 
instansi tidak perlu menyediakan infrastruktur 

sendiri dan tinggal menggunakan

Pembuatan, pengiriman, 
penerimaan, & tindak lanjut naskah dinas di 
internal dan antar-instansi dapat dilakukan 

sepenuhnya secara elektronik & online
setiap saat

Pengelolaan arsip dapat dilakukan secara lebih 
efektif, efisien, dan mudah oleh unit kerja/instasi

Bagi pakai arsip lintas unit kerja, instansi, dan 
publik berlangsung lebih cepat, mudah, dan 

aman

Penghematan belanja TIK Proses kerja lebih cepat
Penghematan belanja ATK & ekspedisi

Pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi
lebih masif, efektif, & efisien

Ketersediaan arsip lebih terjamin



Siapa saja pengguna SRIKANDI ?
No. Pengaturan di Aplikasi Pengguna

1 Administrator Nasional Arsip Nasional Republik Indonesia 

2 Administrator Instansi Administrator Tingkat Instansi

Administrator Tingkat Satker/OPD/UPT

3 Unit Kearsipan Unit Kearsipan I Instansi

4 Tata Usaha/Sekretaris Unit Persuratan Instansi/OPD
Sekretaris/Tata Usaha Pimpinan
Pengelola Arsip Unit Kerja

5 Pengguna Umum (user) Pejabat Struktural
JFT / JFU / Staf / Non ASN



 Tampilan Pengguna Umum SRIKANDI



Tampilan Beranda Pengguna Umum SRIKANDI



Tampilan Menu Pengguna Umum SRIKANDI



Tampilan Menu Pengguna Umum SRIKANDI



Tampilan Menu Pengguna Umum SRIKANDI



Tampilan Menu Pengguna Umum SRIKANDI



Tampilan Menu Pengguna Umum SRIKANDI



Tampilan Menu Pengguna Umum SRIKANDI



Tampilan Menu Pengguna Umum SRIKANDI



Tampilan Menu Pengguna Umum SRIKANDI



Tampilan Menu Pengguna Umum SRIKANDI



Tampilan Menu Pengguna Umum SRIKANDI



Tampilan Menu Pengguna Umum SRIKANDI



PENGGUNAAN
TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE)

DI APLIKASI SRIKANDI



 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Sistem dan 
Transaksi Elektronik (10 Oktober 2019)

 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pedoman 
Umum Tata Naskah Dinas (1 Juli 2021)

DASAR PENGGUNAAN
TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI APLIKASI SRIKANDI 



UU No. 43/2009: KEARSIPAN PP No. 28/2012: KEARSIPAN

Peraturan
Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 5 tahun 2021
Tentang

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas



SERTIFIKAT ELEKTRONIK adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan 
Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi 
Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. 

TANDA TANGAN ELEKTRONIK adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang 
dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai 
alat verifikasi dan autentikasi. 

PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK adalah badan hukum yang berfungsi sebagai 
pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. 

 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 
Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (1 Juli 2021)



 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 
Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (1 Juli 2021)

PEMBUATAN NASKAH DINAS

• Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan media rekam kertas atau media rekam 
elektronik. 

• Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik menggunakan: 

a. Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis SRIKANDI
b. Aplikasi pengolah kata atau data. 



 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 
Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (1 Juli 2021)

PEMBUATAN NASKAH DINAS

Pembuatan Naskah Dinas memuat unsur: 

a. Lambang Negara atau Logo; 
b. penomoran Naskah Dinas; 
c. penggunaan kertas, amplop dan tinta; 
d. ketentuan jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta kata penyambung; 
e. penentuan batas atau ruang tepi; 
f. nomor halaman; 
g. tembusan; 
h. lampiran; 
i. tanda tangan, paraf dan cap; dan 
j. perubahan, pencabutan, pembatalan dan ralat Naskah Dinas. 



 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 
Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (1 Juli 2021)

PEMBUATAN NASKAH DINAS

• Tanda tangan, paraf dan Cap merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas. 

• Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas berfungsi sebagai alat autentikasi dan 
verifikasi atas identitas penanda tangan serta keautentikan, keterpercayaan dan 
keutuhan informasi. 

• Tanda tangan terdiri atas tanda tangan basah dan Tanda Tangan Elektronik. 

• Pemberian tanda tangan dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 

• Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas sedangkan 
tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik. 



Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Pejabat Penanda Tangan; 

b. data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya 
berada dalam kuasa Pejabat Penanda Tangan; 

c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penanda-tanganan 
dapat diketahui; 

d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik 
tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 

e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Pejabat Penanda Tangannya; 
dan 

f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa pejabat penanda tangan telah memberikan 
persetujuan terhadap Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang terkait. 

 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 
Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (1 Juli 2021)



Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk Kode QR (QR 
Code) yang disertai nama pejabat penandatangan dan nama jabatan; 

b. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak 
tanpa harus dicetak; 

c. Pendistribusian dapat melalui Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (SRIKANDI), 
media daring atau media luring; dan 

d. menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh Penyelenggara Sertifikasi 
Elektronik Indonesia. 

 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 
Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (1 Juli 2021)



Tampilan Menu Tanda Tangan Elektronik di SRIKANDI



Tampilan Menu Tanda Tangan Elektronik di SRIKANDI



Tampilan Menu Tanda Tangan Elektronik di SRIKANDI



Dipindai

(scan)

Verifikasi Menggunakan QR Code Tanda Tangan Elektronik melalui SRIKANDI



Verifikasi Tanda Tangan Elektronik menggunakan Acrobat Reader



Verifikasi Tanda Tangan Elektronik menggunakan Acrobat Reader



Verifikasi Tanda Tangan Elektronik menggunakan Aplikasi Mobile VeryDS BSrE



Cara Verifikasi secara Elektronik Tanda Tangan Elektronik dengan PSrE Kominfo



Cara Verifikasi secara Elektronik Tanda Tangan Elektronik dengan PSrE Kominfo



Cara Verifikasi secara Elektronik Tanda Tangan Elektronik dengan PSrE Kominfo



Cara Verifikasi secara Elektronik Tanda Tangan Elektronik dengan PSrE Kominfo



Cara Verifikasi secara Elektronik Tanda Tangan Elektronik dengan PSrE Kominfo






